




[bookmark: BAB III]BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. [bookmark: 3.1. Objek Penelitian][bookmark: 3.1. Objek Penelitian]Objek Penelitian
3.1.1. [bookmark: 3.1.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan][bookmark: 3.1.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

Sejarah perjalanan dan perjuangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Cirebon telah mengalami pasang surut berbagai potensi sumber daya dimiliki kelemahan dan kekurangan terus diperbaiki dan tantangan terus dihadapi supaya mengalami perubahan sebagai peluang terus menerus digali dan dikembangkan demi perbaikan dan kemajuan masyarakat kota Cirebon.
Eksistensi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Cirebon tidak terlepas dari dukungan masyarakat wabilkhusus pemeritahan dan para tokoh masyarakat berkat dorongan itu pula sampai saat ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Cirebon.
1. Instansi Penjajahan sampai dengan tahun 1960 : Kantor Karesidenan (Kantor Pembantu Gubenur Wilayah lll Cirebon) sekarang Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP), yang menyelenggarakan pencatatan sipil untuk Kota Besar Cirebon.
2. Tahun 1960-1983 : Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon,merupakan tugas pembantuan (Madebewind) dari Dapertemen kehakiman Republik Indonesia.
3. Tahun 1983-2000 : Kantor Catatan Sipil Kotammadya Daerah tingkat II Cirebon (merupakan tingkat wilayah) berdasarkan keputusan
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Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil,pelaksanaanya di bawah Dapartemen dalam Negeri.
4. Tahun 2000-2004 : Dinas Catatan Sipil,Tenaga Kerja,dan Transmigrasi Kota Cirebon (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahn 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon sebagaimana Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06  Tahun 2001, (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
5. Tahun 2004-2008 : Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon).
6. Tahun 2008-Sekarang : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahu2008 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Dinas- Dinas Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D Tambahan Lembaran
 (
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Daerah	Kota	Cirebon	Nomor	37	melaksanakan	tugas-tuugas kependudukan yang lainnya.
3.1.2. [bookmark: 3.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungs][bookmark: 3.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungs]Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

· Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono komplek Perkantoran dengan telepon (0231) 486561, merupakan salah satu Dinas yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
· Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi



pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, dan penyusunan profil kependudukan.
· Fungsi

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah kota di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urussan pemerintahan wajib di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Terkait dengan tugas dan fungsinya.
3.1.3. [bookmark: 3.1.3.  Visi dan Misi Dinas Kependudukan][bookmark: 3.1.3.  Visi dan Misi Dinas Kependudukan]Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
· [bookmark:  Visi][bookmark:  Visi]Visi
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasi dan inovasi. Secara umum visi adalah pandangan ideal dimasa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensial untung terwujud. Visi ditetapkan



merupakan gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen Murni dari seluruh masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencerminkan apa yang dicapai, memberiakan arah dan fokus strategis, melalui orientasi terhadap masa depan, mampu membutuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan orgnanisasi dan mampu menjamin keseimbangan organisasi.
Visi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon adalah “Tercapainya Pelayanan Administrasi Kependudukan ang membahagiakan masyarakat”.
· Misi

Misi adalah suatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan visi, maka misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon adalah:
1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan

2. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil

3. Meningkatkan pemanfaatan kependudukan data



3.1.4. [bookmark: 3.1.4. Struktur Organisasi Dan Uraian Tu][bookmark: 3.1.4. Struktur Organisasi Dan Uraian Tu]Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas
· Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipik Kota Cirebon terdiri dari atas :
a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, Terdiri Dari :

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

1. Seksi Identitas Penduduk

2. Seksi Pindah Datang Penduduk

3. Seksi Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

1. Seksi Kelahiran

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Terdiri dari :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

2. Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan

3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

f. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

g. Kelompok Jabatan Fungsional
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2023



· [bookmark:  Uraian Tugas][bookmark:  Uraian Tugas]Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan dan penyusunan profil kependudukan.
2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas
b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas
c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.






2. Sekretariat

1) Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas

f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas

g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Dinas



h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum

i. Pelaksanaan	pengendalian,	evaluasi	dan	pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketata usahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja
b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan



d. Pengelolaan administrasi kepegawaian

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
· Sub Bagian Program dan Keuangan

1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja
b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas



c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas
d. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas

f. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas
g. Penyiapan	data/informasi	sebagai	bahan	penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas
h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam menyelenggarakan tugas penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :



a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
d. Pengoordinasian	pelaksanaan	teknis penyelenggaraan pelayanan public dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
e. Pengoordinasian	pelaksanaan	tugas	pokok	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :



· Seksi Identitas Penduduk

1) Seksi Identitas Penduduk sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang lingkup pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Identitas Penduduk, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Identitas Penduduk
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Identitas Penduduk
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Identitas Penduduk
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



· Seksi Pindah Datang Penduduk

1) Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pindah dating penduduk.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pindah Datang Penduduk

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pindah Datang Penduduk
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pindah Datang Penduduk
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
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dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pendataan penduduk.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan Penduduk, mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pendataan Penduduk
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pendataan Penduduk
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan Penduduk

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan Penduduk
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan Penduduk
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pendataan Penduduk
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang PelayananPencatatan Sipil
c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
d. Pengoordinasian	pelaksanaan	teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
e. Pengoordinasian	pelaksanaan	tugas	pokok	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya



g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
· Seksi Kelahiran

1) Seksi Kelahiran sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan kelahiran.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelahiran, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Kelahiran
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Kelahiran
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelahiran

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelahiran



e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelahiran
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Kelahiran
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Perkawinan dan Perceraian

1) Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perkawinan dan Perceraian

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perkawinan dan Perceraian



e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perkawinan dan Perceraian
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
1) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan kematian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi



Bidang	lingkup	Seksi	Perubahan	Status	Anak,

Pewarganegaraan dan Kematian

c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi  Perubahan  Status  Anak,

Pewarganegaraan dan Kematian

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian

g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
5. Bidang	Pengelolaan         Informasi	Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
1) Bidang Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan

dan Pemanfaatan Data sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.



2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
d. Pengoordinasian	pelaksanaan	teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data



h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
· Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi



Bidang, lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
c. Pelaksanaan	tugas	pokok	Seksi	Sistem	Informasi Administrasi Kependudukan
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.



2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepaa seksi pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



· Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan kerjasama dan inovasi pelayanan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan



g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
6. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

1) UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT (Unit Pelaksana Teknis) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas.



5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.
3.2. [bookmark: 3.2. Metodologi Peneltian][bookmark: 3.2. Metodologi Peneltian]Metodologi Peneltian
3.2.1. [bookmark: 3.2.1.  Metodologi Penelitian yang Digun][bookmark: 3.2.1.  Metodologi Penelitian yang Digun]Metodologi Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2018:49) adalah sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda- benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut harus asli namun apabila yang asli sudah didapatkan, maka fotocopy atau tidak terlalu jadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya. Maka konsentrasi penelitian ini adalah :
1. Pengungkapan data kondisi objektif tentang program‘‘Kelakon Ditonggoni’ dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
2. Deskriptif suatu cara yang dianggap paling tepat untuk menguraikan berbagai fenomen yang sedang terjadi di lapangan penelitian yaitu masalah yang terjadi terkait program ‘‘Kelakon Ditonggoni’ dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
3. Penggunaan analisis data bersifat kerucut terbalik artinya menguraikan permasalahan yang bersifat umum terlebih dahulu,



guna menghasilkan sesuatu yang bersifat khusus yakni tentang pengevaluasian program Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) ‘‘Kelakon Ditonggoni’’
3.2.2. [bookmark: 3.2.2.  Desain Penelitian][bookmark: 3.2.2.  Desain Penelitian]Desain Penelitian

Desain Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah desain penelitian deskriptif yaitu desain penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan untuk kemudian menganalisisnya berdasarkan teori. (Malhotra, 2017).
3.3. [bookmark: 3.3.  Informan dan Teknik Pengumpulan Da][bookmark: 3.3.  Informan dan Teknik Pengumpulan Da]Informan dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1. [bookmark: 3.3.1.  Informan][bookmark: 3.3.1.  Informan]Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang di anggap paling tahu dan yang memahami tentang apa yang kita inginkan dalam hal ini penulis menggali data dari sumber data yang akurat.
1. Informan Kunci (Key Informan)

Informan kunci yaitu informan yang dapat memberikan informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Sub Koordinator Identitas Penduduk.
2. Informan Pendukung (Supported Informan)

Informan Pendukung yaitu informan yang memiliki informasi permasalahan yang diteliti. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Pegawai Bagian Pencetakan KTP-el dan Masyarakat yang bersangkutan dalam penerbitan KTP-el.



3.3.2. [bookmark: 3.3.2.  Teknik Pemilihan Informan][bookmark: 3.3.2.  Teknik Pemilihan Informan]Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposif. Teknik purposif, yaitu menetapkan dan memilih dengan sengaja beberapa informasi yang mengetahui tentang masalah yang diteliti
3.3.3. [bookmark: 3.3.3. Teknik Pengumpulan Data][bookmark: 3.3.3. Teknik Pengumpulan Data]Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ini untuk menginput data dan informasi adalah suatu kepustakaan dan studi lapangan Prosedur pelaksanaan yang disesuaikan dengan sumber data dan lokasi dimana informan melaksanakan tugasnya. Adapun uraian singkat teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dari narasumber tertulis antara lain dengan mempelajari dan membaca buku, dokumen, internet serta sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan terbagi menjadi dua yaitu Observasi dan Wawancara, penjelasan, mengenai observasi dan wawancara adalah sebagai berikut:
a) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dilokasi yang menjadi objek penelitian. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu:



a. Observasi Partisipatif

Peneliti tidak hanya melakukan pengamatan tetapi juga terlihat dalam aktifitas di lokasi penelitian. Jadi, disini peneliti seolah-olah bertindak seperti “orang dalam” yang mengamati.
b. Observasi Non Partisipatif

Peneliti hanya melakukan pengamatan tetapi tidak terlihat oleh aktivitas dilokasi tersebut. Jadi peneliti hanya bertindak sebagai orang luar yang mengamati.
b) Wawancara

a. Wawancara terpimpin

Wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan berpedoman pada wawancara, maka jalannya wawancara akan terfokus dan tidak akan keluar dari konteks masalah yang diteliti.
b. Wawancara tidak terpimpin

Wawancara yang dilakukan dengan tidak berpedoman pada pedoman wawancara. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara bebas, maka jalannya wawancara akan tidak terfokus dan dapat keluar dari konteks masalah yang di teliti.



c) Dokumentasi

Penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis data interpretasi data, teknik pengumpulan data isi berupa foto, video dan rekaman.
3.4. [bookmark: 3.4. Operasionalisasi Konsep Penelitian][bookmark: 3.4. Operasionalisasi Konsep Penelitian]Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasional konsep penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan tersebut kemudian menjadi parameter seperti data terlihat pada tabel berikut:


	Konsep Penelitian
	Dimensi
	Parameter

	







Evaluasi Kebijakan (Menurut Dunn, dalam Riant Nugroho 2019-74)
	1. Efektifitas
	1. Standart operasional prosedur (SOP).
2. Keberhasilan program

	
	2. Efisiensi
	1. Efesiensi kebijakan
2. Ketepatan waktu

	
	3. Kecukupan
	1. Organisasi mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
2. Organisasi mampu memenuhi kebutuhan
pegawainya

	
	4. Perataan
	1. Kesamaan manfaat
2. Kemudahan akses pelayanan

	
	5. Responsivitas
	1. Kompetensi pegawai
2. Tanggung Jawab

	
	6. Ketepatan
	1. Partisipasi masyarakat
2. Dampak perubahan terhadap masyarakat dan pemerintah.


Tabel 3.1 Operasionalisasi Konsep Penelitian



3.5. [bookmark: 3.5.  Pengujian Keabsahan Data][bookmark: 3.5.  Pengujian Keabsahan Data]Pengujian Keabsahan Data

[bookmark: Data yang berhasil didapatkan dan di kum]Data yang berhasil didapatkan dan di kumpulkan kemudian dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap penulis harus bisa memilih dan menentukan cara yang tepat untuk mengembangkan validasi data yang diperolehnya. Teknik pengujian keabsahan data ini diperlukan agar data yang sudah didapat tidak palsu atau copyan dalam rangka mengurangi pemalsuan data yang terjadi dalam penelitian. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi adalah pemeriksanaan keabsahan data yang memanfaatkan yang berbeda diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber lain (Moleong, 2018:57).
[bookmark: Triangulasi sebagai pemeriksaan yang mem]Triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber dalam penelitian ini penulis menggunakan cara “triangulasi sumber” yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini menurut (Moleong,2018:115) dan dicapai dengan langkah:
1. [bookmark: 1. Membandingkan data hasil pengamatan d][bookmark: 1. Membandingkan data hasil pengamatan d]Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.



3.6. [bookmark: 3.6. Teknik Analisis Data][bookmark: 3.6. Teknik Analisis Data]Teknik Analisis Data

[bookmark: Analisis data kualitatif menurut Bogdan ]Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy Meleong (2018:248) adalah :
[bookmark: “Upaya yang dilakukan dengan jalan beker]“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsitesiskannya, mencarinya dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”
[bookmark: Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyo]Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2017:133)

[bookmark: “Aktifitas dalam analisis data kualitati]“Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktifitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data”.

[bookmark: Penelitian ini menggunakan teknik analis]Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu model Mails & Huberman dalam Sugiyono (2017:133) dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
1. [bookmark: 1. Data Collecting (Pengumpulan Data)][bookmark: 1. Data Collecting (Pengumpulan Data)]Data Collecting (Pengumpulan Data)
[bookmark: Merupakan tahap mengumpulkan data dengan]Merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan maka akan  semakin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin beragam. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai perasaaan dan hati.



2. [bookmark: 2. Data Reduction (Reduksi Data)][bookmark: 2. Data Reduction (Reduksi Data)]Data Reduction (Reduksi Data)
[bookmark: Memilih dan memfokuskan yang penting dan]Memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporan lapangan dirangkum dan dipilih hal yang penting, difokuskan pada hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan buku mentah disingkatkan, direduksi, disusun oleh sistematis, sehingga mudah dikendalikan.
3. [bookmark: 3. Data Display (Penyajian Data)][bookmark: 3. Data Display (Penyajian Data)]Data Display (Penyajian Data)

[bookmark: Menyajikan data pada penelitian kualitat]Menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat negatif. Agar penulis tidak tertinggal dalam kumpulan data, oleh karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian- bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan membuat alat ukur berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.
4. [bookmark: 4. Klasifikasi Data (Penarikan Kesimpula][bookmark: 4. Klasifikasi Data (Penarikan Kesimpula]Klasifikasi Data (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi)
[bookmark: Sejak awal peneliti berusaha untuk menca]Sejak awal peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebaginya. Jadi data yang didapatkan sejak awal itu mencoba menarik kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan hal yang tidak terfikirkan, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.



3.7. [bookmark: 3.7. Jadwal Penilitian][bookmark: 3.7. Jadwal Penilitian]Jadwal Penilitian

Tabel. 3.2
Jadwal Penelitian

	
No.
	
Jenis Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	
	Bulan
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	April
	Mei
	Juni
	Juli

	
	
	Minggu
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	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
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	1
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	4
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‘Sofi Sofia Mustopa, .50z THartati, SH, Trwan Syah Hadi Prawoto, SE

NIP. 19720315 201001 2 001

NP 19770104 200312 2 003

NIP. 19791215 201001 1 011

‘SUB KOORDINATOR PENDATAAN
PENDUDUK

'SUB KOORDINATOR PERUBAHAN
STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN
'DAN KEMATIAN

'SUB KOORDINATOR SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI
'KEPENDUDUKAN

Lady Nuristina Susanto, SH
NP 19700916 199412 2 001





